BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI

NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2020 TENTANG

Menimbang

Mengingat

PEDOMAN PENATAUSAHAAN BELANJA PENANGANAN

CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

bahwa untuk penanganan dan pencegahan Corona Virus
Disease 2019 pada Tahun Anggaran 2021, maka terhadap
Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pedoman
Penatausahaan Belanja Penanganan Corona Virus Disease
2019 perlu dilakukan penyesuaian;

bahwa berdasarkan pertimbangan Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti
sebagaimana tersebut dalam telaahan staf Kepala Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan
Meranti Nomor : 900/BPKAD/2021/91 tanggal 15 Maret
2021, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Kepulauan Meranti Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pedoman
Penatausahaan Belanja Penanganan Corona Virus Disease
2019;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang
Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi
Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia
Nomr 4968);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Peraturan Atas Undnag-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaharan
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4829);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4971);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);



14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah di
ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Indonesia Tahun 2015
Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI

NOMOR 28 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN
PENATAUSAHAAN BELANJA PENANGANAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019.

Pasal l

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2020 Tentang
Pedoman Penatausahaan Belanja Penanganan Corona Virus Disease 2019, diubah
sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 12, angka 22 dan angka 23 diubah, sehingga Pasal 1
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

3.
4.

Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat
BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Kepulauan Meranti.

Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang selanjutnya disebut
Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan
Meranti.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah
Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah.

Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna
anggaran/ pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan
keuangan daerah.
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11.

12.

13

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah
kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut
dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya di singkat BUD adalah Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai
Bendahara Umum Daerah.

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima,
menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uangan Pendapatan Daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada SKPD.

Bendahara Pengeluaran BPKAD adalah Pejabat yang ditunjuk menerima,
menyimpan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan
uang untuk keperluan belanja dalam rangka pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan

mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan,
baik oleh faktor alam dan/ atau faktor non alam maupun faktor manusia
sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan
lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis dan dampak
perekonomian.

Corona Virus Disease 2019 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh
Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2.

Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan
dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk
yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi
korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan,
pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan
sarana.

Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan
oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi OPD
yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.

Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah rencana
kebutuhan belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana yang
diajukan oleh perangkat daerah terkait.

Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen
yang memuat rencana pendapatan dan belanja OPD.

Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen
yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat
permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD.

Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang yang selanjutnya disingkat
SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk
permintaan tambahan uang guna melaksanakan kegiatan OPD yang bersifat
mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan
uang persediaan.

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah
dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan
oleh BUD berdasarkan SPM.

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen
yang digunakan/ diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk penerbitan
SP2D atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran BPKAD.
Surat Perintah Membayar Tambahan Uang yang selanjutnya disebut SPM-
TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran dokumen pelaksanaan anggaran
BPKAD.

Belanja Tidak Terduga adalah belanja yang sifatnya tidak biasa dan tidak
diharapkan berulang seperti penanggulangan Bencana Alam dan Bencana
Sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas



kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup, belanja
yang bersifat tidak biasa digunakan untuk tanggap darurat dalam rangka
pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan
demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (9) dan ayat (10) diubah,
sehingga Pasal Sberbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

(4)

()

(6)

(7)

Pasal 5

Pencairan Belanja Tidak Terduga untuk membiayai pengeluaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berdasarkan pada Keputusan
Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana.

OPD yang secara fungsional menangani antisipasi dan penanganan dampak
penularan Corona Virus Disease 2019 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Permohonan pencairan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan oleh OPD yang secara fungsional terkait dengan antisipasi

dan penanganan dampak penularan Corona Virus Disease 2019 dengan
mengusulkan RKB kepada PPKD selaku BUD dengan melampirkan :

a. Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana;

b. Pakta Integritas yang ditandatangani oleh OPD yang secara fungsional
terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan Corona
Virus Disease 2019 dengan format minimal sebagaimana tercantum
dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini;

c. Kuitansi yang ditandatangani oleh Kepala OPD yang secara fungsional
terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan Corona
Virus Disease 2019;

d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab bermaterai ditandatangani OPD yang
secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak
penularan Corona Virus Disease 2019 yang menyatakan bertanggung
jawab secara fisik dan keuangan terhadap dana percepatan
penanggulangan Corona Virus Disease 2019 yang dikelola dengan format
minimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan

e. Fotocopy rekening koran Giro.

RKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penetapan besarannya
didasarkan pada perhitungan rincian kebutuhan biaya yang diusulkan oleh
OPD terkait sesuai kewenangan masing-masing.

Bendahara pengeluaran BPKAD berdasarkan SPD dan RKB, menerbitkan
SPP-TU, serta dilengkapi dengan dokumen lain yang terdiri dari :

Surat Pengantar SPP-TU;

Ringkasan SPP-TU;

Rincian SPP-TU dan dilampiri dengan Salinan SPD; dan

Surat pernyataan pengajuan SPP-TU yang ditandatangani Kepala BPKAD
yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk
keperluan selain yang tercantum dalam RKB saat format minimal
sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

oo

Dalam hal dokumen SPP-TU sudah lengkap, Kepala BPKAD menerbitkan
SPM-TU.

Kuasa BUD meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen SPM-TU.



(8) Apabila dokumen SPM-TU sudah lengkap, Kuasa BUD menerbitkan SP2D
TU berdasarkan SPM-TU dan RKB paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung
diterimanya SPM-TU dan RKB.

(9) Kuasa BUD menyerahkan SP2D kepada Bank dan selanjutnya Bank
memindahbukukan dana sesuai dengan besaran dana dalam SP2D dari
rekening Kas Umum Daerah ke nomor rekening Bendahara Pengeluaran
BPKAD.

(10) Bendahara Pengeluaran BPKAD selanjutnya mengajukan permohonan
pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran BPKAD ke rekening
Bendahara Pengeluaran OPD yang secara fungsional terkait dengan
antisipasi dan penanganan dampak penularan Corona Virus Disease 2019.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan
Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 15 Maret 2021

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

TTD

MUHAMMAD ADIL

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 15 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

TTD

KAMSOL

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2021 NOMOR 18



